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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pajak 
2.1.1 Pengertian Pajak  
Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang 
dikemukakan oleh para ahli. Menurut Adriani (2008:12), pajak adalah : “Iuran 
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai 
beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini 
memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi 
berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber 
daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya 
kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang 
merupakan kebutuhan masyarakat. 
Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Rochmat Soemitro 
(2003:38), adalah : “Suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang 
yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan 
sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk 
memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 
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pemerintahan”. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang 
dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian 
hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai 
pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : “kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 
Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
2.1.2 Ciri Pajak  
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara 
ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat 
dipaksakan), menurut Sukrisno Agoes (2010:4) ciri-ciri yang terdapat pada 
pengertian pajak antara lain sebagai berikut : 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 
perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan : "pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dalam undang-undang." 
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) 
yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat 
membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama 
kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan 
bermotor. 
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3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 
maupun pembangunan. 
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 
sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.  
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 
Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 
mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 
dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).  
2.1.3  Jenis Pajak  
Menurut Mardiasmo (2009:5), jenis pajak dibagi menjadi tiga kelompok 
yaitu : 
1. Berdasarkan Golongannya: 
a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 
Pertambahan Nilai.  
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2. Berdasarkan Sifatnya  
a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 
Contoh : Pajak Penghasilan.  
b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.  
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya  
a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.  
b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. 
2.1.4 Fungsi Pajak  
Menurut Mardiasmo (2009:1), terdapat dua fungsi pajak yaitu: 
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)  
Yaitu berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. Contoh : untuk membayar gaji pegawai. 
2. Fungsi Mengatur (Reguler)  
Yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh :  
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi inuman keras.  
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif.  
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c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 
produk Indonesia di pasaran dunia.  
Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak 
adalah sumber dana yang bersifat internal atau digunakan untuk keperluan 
pemerintah dan bersifat eksternal untuk kegiatan sosial dan ekonomi, baik 
itu Fungsi Penerimaan (Budgeter) seperti gaji pegawai ataupun Fungsi 
Mengatur (Reguler) dengan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk 
menekan tingkat konsumsi minuman keras dengan memberikan pajak yang 
tinggi, demikian pula terhadap barang-barang mewah. 
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu 
tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka 
pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak 
menimbulkan berbagai maswalah, maka menurut Mardiasmo (2009:2), 
pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:  
1. Pemungutan pajak harus adil  
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk 
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam 
perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:  
a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak  
b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat 
sebagai wajib pajak  
c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai 
dengan berat ringannya pelanggaran  
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2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU  
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan 
yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang 
pajak, yaitu:  
a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan 
UU tersebut harus dijamin kelancarannya. 
b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan 
secara umum  
c. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak. 
d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan 
pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu 
kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan 
kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat 
pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. 
e. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan 
dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan 
sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan 
pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus 
sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib 
pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik 
dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.  
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f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak 
dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan 
pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan 
memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan 
kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem 
pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar 
pajak. Contoh:  
a) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi dua 
macam tarif 
b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu 
tarif, yaitu 10%. 
c) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 
perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) 
yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi). 
2.1.6 Azas Pengenaan Pajak  
Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang 
pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan 
dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang 
mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara 
ditetapkan berdasarkan undang-undang. 
Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-
asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan 
16 
 
pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam 
menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan 
pajak penghasilan. Menurut Mardiasmo (2009:7) asas utama yang paling sering 
digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:  
1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence 
principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu 
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila 
untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk 
(resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang 
bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak 
dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. 
Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem 
pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas 
domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan 
baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di 
luar negeri (world-wide income concept). 
2. Asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak 
atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 
badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh 
atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-
sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan 
mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh 
penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah 
objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja 
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asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia 
akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.  
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas 
kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini, yang 
menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari 
orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, 
tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan 
pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak 
berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan 
asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.  
Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau 
kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan 
asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, 
kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak 
adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan 
berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus 
sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan 
yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas 
sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek 
yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang 
atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. 
Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan 
terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan 
pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada 
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penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara 
yang bersangkutan. Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas 
saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan 
asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa 
gabungan ketiganya sekaligus. Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur 
mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia 
menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. 
Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus 
dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang 
pribadi. Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident 
individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang 
penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan 
penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar 
Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan 
badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan 
atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang. Australia, 
untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di 
Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh 
sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya 
dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.  
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2.1.7 Teori Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2009:3), ada beberapa teori yang mendasari adanya 
pemungutan pajak, yaitu: 
1. Teori asuransi  
Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi 
warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya 
maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut 
diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi 
deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap 
sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyajk ditentang 
karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.  
2. Teori kepentingan  
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan 
dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam 
perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan 
perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. 
Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat 
kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang 
kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. 
Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. 
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2.2 Pajak Kendaraan Bermotor 
2.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas 
kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau 
lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).  
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor 
Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini 
dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga 
dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB. 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan 
Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor Tahun 2006. 
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan 
pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud. 
21 
 
2.2.3 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
1.      Objek Pajak 
Adalah kepemilikan atau penguasaa kendaraan bermotor yang digunakan di 
semua jenis jalan darat seperti kawasan : 
a. Bandara 
b. Pelabuhan laut 
c. Perkebunan 
d. Kehutanan 
e. Pertanian 
f. Pertambangan  
g. Industri 
h. Perdagangan 
i. Sarana olah raga dan rekreasi 
2.      Wajib Pajak 
Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika 
wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh 
pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak 
Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi 
atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 
2.2.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 
1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
Pajak Kendaraan Bermotor terutang harus dilunasi/ dibayar sekaligus 
dimuka untuk masa dua belas bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi 
selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, Surat Ketetapan Pajak 
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Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan (SKPDKBT), STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harud dibayar bertambah. Pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk 
Gubernur, dengan menggunakan surat setoran Pajak Daerah. 
Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda 
bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Wajib Pajak yang terlambat 
melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu: 
a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo 
yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 25% dari pokok pajak. 
b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD 
yang melampaui 15 hari setelah jatu tempo dikenakan sanski 
administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 
2. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 
Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan 
pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah. 
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2.2.5 Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
1. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 
Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif pajak denngan dasar pengenaan pajak. Secara umum, 
perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus : 
Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan pajak 
= Tarif Pajak X (NJKB x Bobot) 
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif 
PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan 
pemerintah No. 65 tahun 2001  Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi tiga 
kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu : 
a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum 
b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang 
disediakan untuk kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 
 
2.3 Surat Paksa 
2.3.1 Pengertian Surat Paksa 
Pengertian Surat Paksa menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 
s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub 12 yang berbunyi: 
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Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan 
pajak.Ciri Surat Paksa yaitu berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa". Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti 
grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding 
lagi pada Hakim atasan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan 
oleh Jurusita Pajak pusat dan Jurusita Pajak daerah. Yang dapat ditagih dengan 
Surat Paksa, adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari: 
a. pajak pusat 
b. pajak daerah 
c. kenaikan 
d. denda (bukan denda pidana) 
e. bunga 
f. biaya 
2.3.2 Sifat Surat Paksa 
Sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut:  
a. Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam 
perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim 
atasan. 
b. Berkekuatan hukum yang pasti (in kracht van Gewijsde).  
c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan 
pajak (biaya-biaya penagihan).  
d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau 
penyanderaan/pencegahan. Apabila pajak yang masih harus dibayar, 
tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali duapuluh empat jam (2 X 
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24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada 
penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan. 
e. Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang 
pajaknya, maka lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, (SPMP) Pejabat membuat 
pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP/PP tidak 
melunasi utang pajaknya, maka kepada KPP mengajukan permohonan 
kepada Kepala Kantor Lelang Negara supaya dilaksanakan lelang. 
2.3.3 Penaggung Pajak 
1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili, dalam 
hal: 
a. Badan oleh pengurus. 
b. Badan dalam pembubuhan atau pailit oleh orang atau badan yang 
dibebani dengan pemberesan. 
c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 
pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. 
d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampuan oleh wali atau pengampunya. 
2. Wakil sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab secara 
pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, 
kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal 
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Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin 
untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. 
3. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat 
kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. 
4. Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 
1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut 
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam 
menjalankan perusahaan. 
Apabila Jurusita Pajak tidak dapat menentukan Wajib Pajak dengan 
berbagai alasan, maka ia harus berupaya untuk menentukan apa yang disebut 
sebagai penanggung pajak. 
Tabel 2.1 
Penentuan Wajib Pajak dan Penanggung Pajak 
Wajib Pajak Penanggung Pajak 
1 
Badan 
1 
Pengurus, termasuk orang yang 
nyata berwenang ikut menentukan 
kebijaksanaan atau mengambil 
keputusan dalam perusahaan 
2 
Badan dalam pembubaran atau 
pailit 
2 
Orang/Badan yang dibebani 
dengan pemberesan 
3 
Warisan yang belum dibagi 
3 
Salah seorang ahli waris pelaksana 
wasiat atau yang mengurus harta 
peninggalannya  
4 
Anak yang belum dewasa/orang 
yang berada dalam pengampuan 
4 
Oleh wali atau pengampuannya 
Sumber: Intern Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Surabaya Timur 
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2.3.4 Penerbitan Surat Paksa 
Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 s.t.d.t.d Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:  
1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus 
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 
Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti 
dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan 
eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Surat 
Paksa yang asli.  
2.3.5 Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak 
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 10 s.t.d.t.d Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut :  
1. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan 
penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.  
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan 
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang 
menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.  
3. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak 
kepada:  
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a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat 
lain yang memungkinkan;  
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang 
bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung 
Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;  
c. Salah seoarang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus 
harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia 
dan harta warisan belum dibagi; atau  
d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan 
harta warisan telah dibagi. 
4. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:  
a. Pengurus, kepala perwakilan , kepala cabang, penanggung jawab, 
pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, 
di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang 
memungkinkan 
b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang 
bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah 
seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
5. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada 
Hakim Komisaris atau Bali Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak 
dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada 
orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau 
likuidator.  
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6. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus 
untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat 
diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.  
7. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui 
Pemerintah Daerah setempat. 
2.3.6 Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa 
Pelaksanaan pemberitahuan surat paksa adalah sebagai berikut: 
1. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempat kedudukan Wajib 
Pajak/Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. 
Jurusita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu 
memberitahukan Surat Paksa dengan Pernyataan dan menyerahkan salinan 
Surat Paksa tesebut.  
2. Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak minta agar WP/PP memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang 
ada untuk diteliti:  
a. Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok 
dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Paksa.  
b. Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/ Penghapusan.  
c. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/ jenis pajak lainnya 
yang belum diperhitungkan.  
3. Jika Jurusita Pajak tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka 
salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:  
a. Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama 
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Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat 
mental).  
b. Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dari Badan Usaha 
yang bersangkutan  
c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota/Camat/Lurah) 
dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak 
dijumpai.  
d. Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa 
dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan 
salinannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang 
bersangkutan. - Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan 
pajak dengan Surat Paksa, harus membuat laporan pelaksanaan 
Surat Paksa (bentuk KP.RIKPA 4.9-97)  
4. Jika Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor, maka Jurusita Pajak 
dapat menyerahkan salinan SP kepada:  
a. seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai),  
b. seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau 
pembantu rumahnya).  
5. Sebaliknya apabila Penanggung Pajak tidak dikenal/tidak mempunyai 
tempat tinggal yang dikenal perusahaan sudah dibubarkan/tidak mempunyai 
kantor lagi, Surat Paksa (salinannya) ditempelkan pada pintu utama kantor 
Pejabat di mana penanggung pajak/ wajib pajak semula berdomisili. Dapat 
juga Surat Paksa disampaikan melalui Pemda setempat, mengumumkan 
melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
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2.3.7 Penolakan Terhadap Surat Paksa 
1. Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima SP dengan berbagai 
alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan SP itu 
sendiri, maka penyelesaiannya adalah seperti yang telah diuraikan pada 
butir 5 di atas. 
2. Apabila Jurusita setelah memberikan keterangan seperlunya 
Penanggung Pajak atau wakilnya tetap menolak maka Salinan SP 
tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat 
kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan demikian SP 
dianggap telah diberitahukan/ disampaikan (Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 10 Ayat 11).  
2.3.8 Biaya Penyampaian Surat Paksa 
Menurut KEP-01/PJ.75/1994 tanggal 14-1-1994, besarnya biaya 
penyampaian Surat Paksa, sebagai berikut: 
Biaya Harian Jurusita   = Rp 10.000 
Biaya Perjalanan    = Rp 15.000 - 
Jumlah    =Rp 25.000,-  
2.3.9 Penentangan Terhadap Surat Paksa 
Surat Paksa dapat ditentang apabila:  
1. Surat Paksa tidak dapat disampaikan/ diberitahukan oleh seorang petugas 
Jurusita Pajak yang telah disumpah.  
2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat  
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3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila wajib pajak/ penanggung pajak 
menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia 
berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut. 4. Jurusita Pajak 
belum disumpah di hadapan pejabat.  
Dalam beberapa hal Hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan peran 
sertanya, antara lain:  
1. Jika ada concursus/berbarengan kepentingan antara fiskus dan kreditur lain 
terhadap wajib pajak/penanggung pajak mengingat kepentingan semua 
pihak.  
2. Jika ada sanggahan/gugatan tentang barang- barang yang telah disita fiskus 
terhadap pihak ketiga yang bukan WP/PP. Begitu juga jika nantinya seiring 
dengan pelaksanaan sanksi penyanderaan badan, yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. 
 
